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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan 

beberapa kesimpulan, yaitu :  

1. Sebelum adanya pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan yang 

dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 para hakim 

sudah mempraktikkan beberapa prosedur yang dicantumkan dalam pedoman seperti 

menghadirkan kedua pihak dan Orang Tua, Hakim harus memberikan nasihat, Hakim 

harus mendengarkan keterangan Anak dan Orang Tua. Namun tidak adanya pedoman 

membuat proses pengadilan diserahkan sepenuhnya pada kewenangan dan 

pengetahuan Hakim sehingga tidak ada kepastian hukum karena tidak ada produk 

hukum yang menjamin prosedur mengadili permohonan dispensai. Dengan adanya 

pedoman yang dicantumkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, para hakim wajib 

mempraktikkan ketentuan yang ada di dalam pedoman dan terbukti dalam putusan – 

putusan hakim terbaru dalam bagian duduk perkara dijelaskan secara lengkap jalannya 

proses mengadili sehingga dengan adanya pedoman dapat tercipta kepastian hukum 

karena ada produk hukum tertulis yang menjamin proses mengadili. Dari diri saya 

sendiri sebagai peneliti tidak setuju dengan adanya perkawinan dini sehingga lebih baik 

dilarang secara tegas untuk adanya perkawinan dini dan tidak memberikan dispensasi 

dalam keadaaan apapun oleh karena itu ketentuan tentang dispensasi kawin dicabut 

sepenuhnya. Dengan adanya larangan tegas terhadap perkawinan dini diharapkan orang 

tua harus lebih aktif dalam menjaga anak mereka agar tidak melakukan tindakan – 

tindakan yang dilarang Agama dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan 

pergaulan anak dan memberikan informasi terkait bahayanya pergaulan bebas agar sang 

anak sadar akan resiko yang dihadapi sehingga menjadi lebih berhati – hati dan mawas 

diri. 

2. Makna perzinahan dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 

mencakup hubungan badan di luar perkawinan dapat dikriminalisasi, walaupun 

bentuknya delik aduan namun undang – undang memberikan wewenang kepada Orang 

Tua sebagai pihak yang dapat melakukan pengaduan. Apabila Orang Tua punya 

wewenang untuk mengajukan pengaduan dikhawatirkan hal tersebut berpotensi 

menjadikan Anak dan Remaja sebagai korban karena perkawinan akan dianggap 
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sebagai jalan keluar bagi anak remaja yang secara alamiah sudah merasakan dorongan 

seksual sehingga untuk menghindari kriminalisasi lebih baik langsung dinikahkan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Menjamin Efektivitas Batas Usia 

Perkawinan Anak Dari Ketentuan Dispensasi Dan Perluasan Perzinahan Dalam Rancangan 

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana” dan kesimpulan, maka dapat diajukan saran 

penelitian sebagai berikut:  

1. Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang dicantumkan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah suatu bentuk langkah kemajuan untuk 

menekan angka perkawinan dini di Indonesia, namun isi dari pedoman dirasa kurang 

lengkap karena tidak ada ukuran yang jelas tentang “alasan mendesak” yang harus 

diajukan bersama dispensasi. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila ketentuan 

dispensasi kawin dihapuskan sepenuhnya agar tidak ada ruang untuk melakukan 

perkawinan dini bagi siapapun dengan adanya penghapusan dispensasi kawin maka 

angka perkawinan dini dapat ditekan sepenuhnya tanpa ada ruang untuk adanya 

penyimpangan ketentuan batas usia perkawinan. 

2. Kriminalisasi hubungan badan diluar perkawinan dirasa terlalu berlebihan karena pada 

dasarnya hubungan badan yang didasarkan atas rasa suka sama suka dan ada 

kesepakatan untuk melakukan hak tersebut maka tidak dapat dianggap merugikan pihak 

– pihak lain apalagi jika mereka tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain 

sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai urusan privat masing – masing orang. 

Sehingga solusi yang dibutuhkan untuk mencapai kedua tujuuan dari aturan adalah 

dengan membuat produk hukum yang secara tegas melarang adanya perkawinan dini 

terlepas dari alasan apapun yang diberikan dan melakukan sosialisasi tentang 

bahayanya pergaulan bebas karena selama ini sex dianggap sebagai sesuatu yang tabu 

sehingga sering kali diabaikan padahal penting bagi Orang Tua dan lingkungan untuk 

memberikan edukasi kepada Anak dan Remaja yang sedang di umur merasakan 

dorongan seksual agar kedepannya mereka dapat membuat pilihan yang lebih 

bertanggung jawab. Sering kali Anak atau Remaja yang melakukan sex bebas didorong 

oleh rasa penasaran sehingga mereka pergi mencari tau sendiri karena tidak ada Orang 

Tua yang membicarakan bahayanya melakukan pergaulan bebas sehingga Anak dan 

Remaja menjadi kurang pengetahuannya dan akhirnya mereka terjerumus pada hal – 

hal yang tidak diinginkan. 
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Bagian Keempat Perzinaan 

Pasal 417 

(1)  Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang 

bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.  

(2)  Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang 

Tua, atau anaknya.  

(3)  Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, 

dan Pasal 30.  

(4)  Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang 

pengadilan belum dimulai. 
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